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KARUPATEN BANYLUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYLMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

NOMOR 9 TAHUN 2004
BUPATT BANYUMAS,

TENTANG Menimhang a. bahwa dengan telah ditetapkannya  Peramaran
Pemetrintah Momor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
PEMBENTUK SN Orzamsast Perungkar Daerah maka Tugas Pokok,
o AN, SUSUNAN ORGANIEASI DAN TATAKERIA Fungsi dan Swsumsn Organisasi den Tata Kerja
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN, TELEMATIEA Badan Arsip, Informasi dan Kehumasan Kabupaten
. Bamwumas sebapsimanz digtor dalam  Peratursn

DAN ARSIF DAERAN &
Daerah Kabupaten Banyumas Nemor 10 Tahun
KABUPATEN BANYUMAS 2002 tenang Perubahan. atas Persuran Daerah

Kabupaten Banyumas Nomor 24 Thahum 2000
fentang  Pombentukan, Susunen Organisasi dan
Tatzkerjs Lembaga Teknis Daersh Kabupaien
Banyumas, sudal tidak sesuai lagi ;



Mengingat

Lk

bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan
dengan dialihkanya fungsi penclitian dan
pengembangan dari Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupater: Banyumas , maka
perlu menetapkan kembali Persturan Dacrah
Kabupaten Banyumas tentangg Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Penclitian
Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah
Kabupaten Danyumas.

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah - dazrah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor 22 ‘Tahun 1999 tentang
Pemermtahan Daeroh (Lembaran Negara Tahun
1999 MNomor 56U, Thmbahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

. Perawran Pemerintah No 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai MNegeri Sipil (
Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22,
Tambalan Tembaran Negara Nomaor 1347)

. Peramuran Pemerintzh Nomor 25 Tabun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan
Kewenanpgan Propinei sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
‘lambahan Lembaran Megara Nomor 3952);

en

Peraturan Pemerintah Nomor 8§ Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara ‘labun 2003 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4262),

6. Keputusan Bersama Menieri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Meneri Dalam Negeri
Nomor: 01/SKB/M PAN/4/2003 Nomer 17 Tahun
2003 tenmang Pemunjuk Pelaksanaan Peratran
Femerinizh Nomor § Tahun 2003 rzntang Pedoman
Orpanisasi Perangkat Daerah dan Peraturan
Pemerintah MNomor 9 ‘lehun 2003 (entang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negen Sipil;

Dengun perseiujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menctapkan;: PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMRENTIIKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN, TELEMATIKA DAN ARSIP
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



BAB I
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dagrah ini yang dimaksud dengan :

|

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Dazrah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumes, .
Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah yang selanfummya disebut
DFRD. zdalah Devan Perwakilan Rakyar Daerah Kabupaten
Banyumas

Bupati adalah Bupati Banyumas.

Sekretaris Daerah adalsh Sekretaris Daerah Kabupaten
Banyumas.

Badan Peaclitian, Pengembangan, Telematika dan Arsip Daeral
adalal Radan Penelitian, Pengembangan, Telematikz dan Arsip
Daeran Kabupatzn Banyumas

Kepala Badan adalah Kepala BDadan Penelitian, Pengembangan,
Telematika dan Arsip Diacrah Kalwsaten Ranyumas

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana sebagian tugas
Badan Penzlitian, Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah
yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan yang
selanjuinys disebumt UPT.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan ugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak scorang  Pegawai Negeri
Sipil dalarm Szmuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tigasnya
didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat
mandiri.

BAB IT

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peramuran Daerah ini dibentuk Badan Pepelitian Pengembangan,
Telematika dan Arsip Daerah.,

BAB 111
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Badan Penelitian, Pengembangan. Telematika dan Arsip Daerzh adalah
unsur pelaksana wgas terienni Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada di banah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalw
Sekretans Daerah.

Pasal 4

{1} Badan Penelitian, Pengembangan Telematika dan Arsip Daersh
mempunyal tugas pokok melaksanakan tugas di bidang penelitian,
pengembangan, telamatika dan arsip daerah.

(2) Untuk melaksanakan fugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Badan Penelitian, Pengembangan, Telewatika dan Arsip Dacrah
mempunyai fungsi :



d

perumusan  kebijakan teknis dJi bidang penelitian,
pengembangan. telematika dan arsipdaerah ;

penyusunan rencana danprogram kerja Badan;

penyelenggaraan kegiatan di bidang penclitian. pengembangan,
telematika danarsip dacrah ;

pelaksanaan bimiigan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi di

bidang penelitian, pengembangan, telematika dan arsip daerah;.

penylapan dan pemberisn informasi bidang penelitian,
pengembangan, telematika dan arsip dacrah;

pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta ;
pelaksanaan urusen ketetansahasn dan kerumahtang gaan badan:
pembinaan terhadap UPT dalam lingkup wgasnya;

pelaksanaan mgas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAR IV
SUSUNAN DRGANISASI

Pasul 5

(1} Susunan organisasi Badan Penelitian, Pengembangan, Telematika
dan Arsip Daerah terdiri dari -

2)

a.

b.

f.

Ezpala Badan;

Bagian Tata Usaha, terdiridari :

1. SubBagizn Umum;
2. SubBagian Keuangan dan Rina Program.

Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari

1. SubBidang Scsial dan Ekonomi;
2. Sub Bidang Pemerinizhan, Prasarana dan Teknologi.

Bidang Informasi dan Kearsipan, terdiri dari .

L. SubBidang Pelayanan Infcrmasi;
2. Sub Bidang Perertiban, Kearsipan dan Dokumentasi.

Didang Telematika, terdidiri dari -

1. Sub Hidang ‘leknolog: Informasi dan Pengolahan
Dhara;

2. Sub Bidang Sandi dan Telekomunikas|.

UPT.

Kelompok Jabatan Fungsional .

Bagan susunan organisasi Badan Penelitian, Pengembangan,
Telematika dan Arsip Deersht sebagaimana tercanmm pada [ampiran,
merupakan bagian tak terpisahkandari Peraturan Dacrzhini,



BABY
TATAKERJA
Pasal 6

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum
vang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan wgasnva, Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Ugaha,
Kepala Bidang, Kapala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib memerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisoniz] baik
dalam lingkungan kerja masing-imasing mavupun dengan unil kerja Tainnya
sesuai dengan hugas pokoknya,

l'asal B

(1) Seuap pimpnan satuan orgamsasi pada Badan Penelitian,
Pengembangan, lelematika dan Arsip Daerah wajib
mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman,
bimbingan, pembinzan dan pengawasan dalam  pelaksanaan
MIgASYA

(2) Setiap pimpinan satan  organiasi  pads Badan  Penelitian
Pengembangan, Telematika dan Awsip Deemb wajib - mentzaii
Peramran Perundang-andangan yang berlaku dan bertanzong jawab

kepada atasan masing-masing serta menvampaikan laporan secara
berkals.

Pasal 9

Tugas pokok , fungsi, urajan tugas dan tatakerja Kepala Badan, Bagian Tata
Usaha, Bidang, Sub Bagizn, Sub Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan
Fungsional pada Badan Penelitian, Pengembangan, Telematika dan Arsip
Daerah akan diatur Jebih lanjut dengan Keputusan Bupari

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Struktur Organisasi dan Twakerja Badan Assip, Informasi dan
Kehumasan yang relah ada pada seat Peraturan Daerah ini berlaky,
masih etap berlaku sampai dengan pengisian formasi jabatan
berdasarkan Peraruran Dazrah ini dilaksanakan.

(2) Paling Lama dalam wakiu 6 (eram) bulan sejak berlakunyz Peraturan
Dacrah ini, pengisian formasi jabatan sabagaimana dimaksud dalam
Ayar (1) harus sudah dilaksanskan

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11



(1) Pembentukan, tugas pokok dan fungsl UPT diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati,

(2) Pada UPT dapatdibentk saman organisasi di bawah Kepala UPT yang
dipimpin oleh pejabar struktural yang pembentukan, tugas pokok,
uraian tugas dan rincian tugasnya diatur lebih lanjut dengan Kepumsan

Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pembentukan |
tugas pokok. fungsi dan susunan organisasi Badan Arsip, Informas: dan
Eetummasan sehagaimana dintur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf £, Pasal IC E
dan Pasal 10 F Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tabun
2002 teniang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 24 Tatmn 2000 tentang Pembeniukan, Susunan Organisasi dan
Taakerja 1.embapa Teknis Daerah Kzbupaien Banyumas dinyatakan Ldak
berlaku lagi

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agsr satiap orang dapat mengetzhuinys, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan pensmpatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas.

]

Ditetapkan di Purwokerio
padatanggal 31 Mei 2004

BUPATI BANYUMAS
ttd

ARISSETIONO
Dimndangkan di Purwokerin
Pada Tanggal 1 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN
BANYTIMAS

ttd

SINGGIH WIRANTO ., SH. -

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR
SERI D
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